PUTUSAN
Nomor 85/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, yang

diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M. SP
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sei Serayu Nomor 156, Kelurahan Babura

Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan

2. Nama : H. Affan Siregar, SE
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipll
Warga Negara . Indonesia
Alamat : Jalan Karya Dame Nomor 47 Lk. Xl Kelurahan Sei

Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, Nomor
Urut 4,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012 memberi
kuasa kepada 1) Ikhwaluddin Simatupang, SH. M. Hum., 2) H. Ridwan
Rangkuti, SH. MH., 3) Ilham Prasetya Gultom, SH., 4) Edi Zulham, SH.
M.Hum., 5) Zulchairi Pahlawan, SH., 6) Khomaidi Hambali Siambaton, SH.
MH. dan 7) Adi Mansar, SH. M.Hum., seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat
“Ikhwaluddin Simatupang® berkantor di Gedung Hukum Lt. 2 Jalan Sakti Lubis
Nomor 52C Kota Medan, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
November 2012 memberi kuasa kepada 1) Taufik Basari, SH, S.Hum, LL.M.,
2) Yuliana Dewi, S.H., 3) Ridwan Thalib, S.H., B.A., B.Bus, 4) Anggara



Suwahju, S.H. dan 5) Nur Annissa Rizki, S.H., seluruhnya Advokat pada Kantor
Hukum “Taufik Basari & Associates” berkantor di Gedung Griya d’Ros Lantai 2,
Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros-Casablanca, Tebet, Jakarta
12820, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

pemberi kuasa,;

Selanjutnya disebut sebagai --------------- et Pemohon;

Terhadap:
[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, berkedudukan di

Jalan Raja Endamora/Mawar Nomor 10 Padangsidimpuan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012
memberi kuasa kepada 1) Sedarita Ginting, S.H., 2) Irwansyah Putra, S.H.,
MBA., 3) M. Rangga Budiantara, S.H., 4) Eddy Sunaryo, S,H., 5) Agussyah
Ramadani Damanik, S.H., 6) Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., dan 7) Sahasmi
Fansuri Siregar, S.H., seluruhnya Advokat pada Law Office IBN & Partners
berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 11-A, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai --------------- e Termohon;
[1.4] 1. Nama : Andar Amin Harahap
Alamat : Jalan Suprapto Nomor 39 Kota

Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : Muhammad Isnandar Nasution
Alamat : Jalan Suprapto Nomor 39 Kota
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun
2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012
memberi kuasa kepada 1) Sedarita Ginting, S.H., 2) Irwansyah Putra, S.H.,
MBA., 3) M. Rangga Budiantara, S.H., 4) Eddy Sunaryo, S,H., 5) Agussyah
Ramadani Damanik, S.H., 6) Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., dan 7) Sahasmi

Fansuri Siregar, S.H., seluruhnya Advokat pada Law Office IBN & Partners



berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 11-A, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai --------=-========rmm s Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Membaca Keterangan tertulis Panwaslu Kota Padangsidimpuan;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal

30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan
Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 410/PAN.MK/2012 dan telah dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dengan Nomor 85/PHPU.D-X/2012,

pada tanggal 1 November 2012menguraikan sebagai berikut:

1. OBJEK PERMOHONAN

1.1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) telah menentukan yang
menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan
calon yang dapat mengikuti putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

1.2. Bahwa yang menjadi objek permohonan a quo adalah Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan

sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



1.3.

1.4.

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan (Model DB - KWK.KPU),
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota di tingkat kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) tertanggal
25 Oktober 2012 [Bukti P-1];

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 23/PHPU.D-
VIII/2010, Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, Nomor
60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 36/PHPU.D-
X/2012, dan Nomor 37/PHPU.D-X/2012 memutuskan yang menjadi objek
permohonan Perselisinan Hasil Pemilihan Umum Bupati (Walikota) dan Wakil
Bupati (Wakil Walikota) adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten (Kota) oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Kota);

Bahwa berdasarkan poin 1.1 s.d poin 1.3, maka secara formal permohonan
Pemohon (objek permohonan a quo) telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

2. KEWENANGAN MAHKAMAH

2.1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,
selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 28 April 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, (selanjutnya disebut UU 12/2008) dalam
Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara
pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada
Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-
undang ini diundangkan”;

2.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua
Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara
Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

2.4. Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah Permohonan Penyelesaian
Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Padangsidimpuan Periode 2012-2017, yakni terhadap Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan
sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan (Model DB - KWK.KPU),
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota di tingkat Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) tertanggal
25 Oktober 2012 [Bukti P-1], sehingga Mahkamah Konstitusi

berwenangan memeriksa dan mengadili Permohonan a quo;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

3.1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
(UU) Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) BAB II



3.2.

3.3.

3.4.

tentang Para Pihak dan Objek Perselisihan menentukan hal-hal sebagai
berikut:

i. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil
Pemilukada adalah: pasangan calon sebagai Pemohon; dan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

ii. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam
Perselisihan hasil Pemilukada;

iii. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau
didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan
surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Padangsidimpuan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 629/BA/VIII/2012, tanggal
04 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 [Bukti P-2]
dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor
20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, tanggal 06 Agustus 2012 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Padangsidimpuan Tahun 2012 [Bukti P-3] serta Daftar Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Bukti P-4];

Bahwa Pemohon adalah pemenang ke dua dalam Pemilukada Kota
Padangsidimpuan Tahun 2012 yang apabila Termohon menyelenggarakan
Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hokum, dan tertib penyelenggara
Pemilu maka Pemohon berpeluang menjadi pemenang Pemilukada Kota
Padangsidimpuan Tahun 2012;

Bahwa berdasarkan poin 3.1 s.d. 3.3 Permohonan a quo, maka Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan berhak untuk mengajukan

Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

4.1.

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, “Permohonan
hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di

daerah yang bersangkutan”.



4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota
Padangsidimpuan sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di
Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan telah
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sedangkan
permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil
tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa tiga hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh
Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 29 Oktober 2012, Selasa, 30
Oktober 2012, dan Rabu, 31 Oktober 2012; karena hari Jum’'at, 26 Oktober
2012 adalah Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1433 H, 27 Oktober 2012
adalah hari Sabtu dan 28 Oktober 2012 hari Minggu (Ahad) yang ketiganya
bukanlah hari kerja;

Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 permohonan a quo,
maka permohonan perselisihan Pemilihan Umum dalam perkara ini
didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya

cukup beralasan menurut hukum untuk diterima.

POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 telah melakukan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota
Padangsidimpuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota
Padangsidimpuan telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober
2012, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan, sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Calon Walikota dan Jumlah Perolehan Persentase
Wakil Walikota Suara
1. M. HABIB NASUTION, SE dan IR. H. 738 0,73 %

SORIPADA HARAHAP
2. RUSYDI NASUTION, S.TP,MM dan Ir. 8.185 8,12 %




RISWAN DAULAY
3. ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP, MSI 48.596 48,15 %
dan MUHAMMAD ISNANDAR
NASUTION, S.Sos

4. DEDI JAMINSYAH PUTRA, SSTP, 35.464 35,17 %
MSP dan H. AFFAN SIREGAR, SE

5. H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE 865 0,86 %
dan H. NURWIN NASUTION

6. Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM dan H. 6.987 6,93 %
MARA GUNUNG HARAHAP, SE, MM
Total Suara Sah 100.835 100 %

5.2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan
Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos (Andar-Isnan) diperoleh dengan cara
tidak benar karena melakukan kecurangan dan pelanggaran yang merusak
sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber),

jujur dan adil (Jurdil) yang akan diuraikan selanjutnya di bawah,;

Walikota Padangsidimpuan beserta jajarannya mulai dari Asisten, Pimpinan
SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa sampai dengan Kepala Lingkungan
/Kepala Dusun dan PNS Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara
terstruktur, sistematis, dan masif aktif memenangkan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Andar-Isnan

5.3. Bahwa pelanggaran secara sistematis dan terstruktur oleh jajarannya mulai
dari Asisten, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan PNS
Pemerintah Kota Padangsidimpuan dilakukan dengan keterlibatan struktur
birokrasi Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan sampai ke
tingkat Lingkungan atau Dusun di setiap kecamatan dan kelurahan/desa di
wilayah Kota Padangsidimpuan sebagai alat dan sekaligus perangkat
struktural pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,MSi dan
Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos proses kecurangan dengan beberapa
macam pelanggaran yang terjadi dimulai dari faktor hubungan keluarga
antara Pasangan Calon Nomor 3/Andar Amin Harahap SSTP,MSi dan
Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dengan Walikota yang sedang

berkuasa, yakni Kakak kandung perempuan dari Calon Walikota



5.4.

Padangsidimpuan Nomor Urut 3 (Andar Amin Harahap, SSTP, MSI) menikah
dengan anak kandung laki-laki dari Drs. Zulkarnain Nasution/Walikota
Padangsidimpuan;

Dalam adat Tapanuli Selatan hingga saat ini, keluarga Drs. Zulkarnain
Nasution/Walikota Padangsidimpuan adalah sebagai Anak Boru (anak laki-
laki Drs. Zulkarnain Nasution/Walikota Padangsidimpuan yang bernama
Gempar Nasution menikahi anak perempuan Bachrum Harahap/Bupati
Padang Lawas Utara yang bernama dr. Irma Harahap/kakak kandung Calon
Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Andar Amin Harahap) yang harus
tunduk dan patuh kepada Moranya (Pihak Keluarga perempuan), hal tersebut
menjadi faktor utama penyebab Walikota Padangsidimpuan (Drs. Zulkarnain
Nasution) menggerakkan Pejabat Pemko Padangsidimpuan hingga Kepala
Lingkungan untuk memenangkan Pasangan Calon;

Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin
Harahap SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution,S.Sos;

Bahwa untuk memperlancar pemenangan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, M.Si dan
Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, Walikota Padangsidimpuan
Zulkarnain Nasution, menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan
seluruh pejabat di Kota Padangsidimpuan yang berada di bawah kendalinya
untuk mendukung, mensukseskan, dan terlibat langsung untuk
memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,
M.Si dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos sebagaimana dalam
sambutan tertulisnya pada Acara Panen Padi dan Program Pemberdayaan
Petani yang diadakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan di mana sambutan tertulis Walikota Padangsidimpuan tersebut
dibacakan oleh Asisten Ill Drs. Khoirul Alamsyah dan acara itu juga diikuti
oleh seluruh Pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Para Ketua
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan dihadiri oleh Tokoh
Masyarakat, Alim Ulama, Harajaon dan masyarakat Kota Padangsidimpuan.
Dalam isi pidato tertulisnya Walikota memerintahkan seluruh yang hadir pada
acara tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, M.Si dan Muhammad

Isnandar Nasution, S.Sos, satu putaran [bukti P-5 dan bukti P-6];



5.5.

5.6.
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Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur
untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor
Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution,
S.Sos, Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap yang juga
merupakan orang tua kandung Andar Amin Harahap, S.STP. MSi (Pasangan
Calon Walikota Nomor Urut 3) melakukan pertemuan dengan Aparatur
Pemko Padangsidimpuan di antaranya Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala
Lingkungan serta Kepala Dusun, yang bertempat di Kelurahan Panyanggar
Kecamatan Padangsidimpuan Utara di Villa Kolam ikan milik Drs. H.
Bachrum Harahap pada tanggal 23 Mei 2012 dan pada pertemuan tersebut
Camat Padangsidimpuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara)
secara langsung menyampaikan dalam arahannya kepada Camat, Lurah,
Kepala Desa, Kepala Lingkungan, serta Kepala Dusun se — Kota
Padangsidimpuan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
Penterjemah dari Universitas Negeri Medan yang bernama Parsaoran
Sihombing sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4028/UN33.2.1/LL/2012
yang diterbitkan oleh Drs. Zulkifli, M.Sn Pembantu Dekan | Fakultas Bahasa
dan Seni Unimed yang pada pokoknya berisikan: [bukti P-7, bukti P-8, bukti
P-9 dan bukti P-10]
= Ini adik kita si Andar Amin akan mencalonkan menjadi Walikota
Padangsidimpuan;
= Pertemuan kita di sini tujuannya adalah untuk mengkongkritkan dalam
arti  bermusyawarah untuk satu kata sampai proses akhir pencalonan
ini kita terus bersama-sama, holong mar siholongan (ini bahasa
ungkapan) saling menyayangi kita semua. ["holong mar siholongan “
adalah slogan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Nomor Urut 3];
= Butuh dukungan semua ketua-ketua kami, mulai dari Kepala Desa,
Kepala Lingkungan, mari kita bersatu, jangan takut, sama-sama patah
kalau memang harus patah, maju terus, jangan tanggung-tanggung.
Bahwa pada kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 5.5.
Permohonan a quo selanjutnya Sekretaris Camat Padangsidimpuan
Angkola Julu Ronny Rambe memberikan sambutan yang pada pokonya
berisikan [vide bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10]:



5.7.

5.8.

5.9.
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» Yang kami hormati dan kita hormati bersama, orang tua saya khususnya
uwak Bupati Padang Lawas Utara dan uwak perempuan, kemudian
abanganda Camat Batunadua, Kasatpol PP senior, kemudian orangtua-
orangtua kami yang hadir dan juga ketua ketua kami, Bapak, Ibu Kepala
Desa serta lurah, kemudian yang paling terakhir adalah ujung tombak
kami di desa para Kadus sekalian;

» Saya atas nama Camat Padangsidimpuan Angkola Julu, Sekretaris
Kecamatan berharap kepada kita semua untuk menyatukan langkah,
merapatkan barisan, jangan lagi ada keraguan dan mari kita bersama
sama untuk mendudukkan/memenangkan abanganda Andar Amin
Harahap.

Bahwa pada kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada point 5.5.

Permohonan a quo Kepala Kantor SATPOL PP Kota Padangsidimpuan

Erwin Harahap, S.STP memberikan sambutan yang pada pokonya berisikan

[vide bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10]:

*» Yang saya hormati Udak (sapaan kekerabatan untuk adik ayah) saya,
ayah dari kandidat kita, Bachrum Harahap. Di sini telah hadir dan telah
kami undang Kepala Desa, Lurah, Sekdes, dan Kepala Dusun serta
Kepala Lingkungan. Karena di daerah ini raja huta (istilah untuk
pemimpin adat di lingkungan) dan orang orang tua biasanya merangkap
menjadi Kepala Dusun maupun Kepala Lingkungan;

» Marilah kita bersama sama memenangkan adik kami ini Andar Amin
Harahap yang berpasangan dengan Muhammad Isnandar Nasution;

Bahwa Walikota Padangsidimpuan juga telah secara terang-terangan

melalui media massa lokal, yakni Koran Metro Tabagsel yang terbit pada

hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 mendukung Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Andar-Isnan [bukti

P-11];

Bahwa bentuk pelanggaran terstruktur lainnya adalah yang dilakukan oleh

Camat Padangsidimpuan Utara dengan mengundang seluruh Lurah beserta

seluruh Kepala Lingkungan se Kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk

bertemu dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Andar-Isnan dan bertemu dengan Bupati

Paluta Bachrum Harahap (ayah dari Calon Walikota Padangsidimpuan



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

12

Nomor Urut 3 Andar) pada bulan Agustus dan bulan September 2012, di
mana dalam pertemuan tersebut diminta kepada Lurah dan Kepala
Lingkungan se Kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk memenangkan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor
Urut 3 [bukti P-12];

Bahwa Camat Padangsidimpuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara)
memerintahkan para Kepala Dusun di wilayah Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu untuk melakukan penggalangan
masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu agar masyarakat
wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu memilih pasangan
Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin
SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar,S.Sos dan memberikan honor bagi
para Kepala Dusun di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Juni
sampai dengan bulan Oktober 2012 sebagai imbalan dalam penggalangan
pemilih [bukti P-13 dan bukti P-14];

Bahwa tindakan terstruktur lainnya yang dilakukan oleh Camat
Padangsidimpuan  Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara)
memerintahkan Kepala Desa Simasom (Umar Hanafi Siregar) untuk
memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan
Nomor Urut 3/Andar-Isnan dan kemudian Kepala Desa Simasom (Umar
Hanafi Siregar) memerintahkan Ketua KPPS Dusun | Desa Simasom
(Sakirin Siregar) untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil
Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar-Isnan [bukti P-15 s.d.
bukti P-16];

Bahwa tindakan terstruktur juga dilakukan oleh Lurah Tanobato Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Darwin Dalimunthe, S. Sos yaitu dengan
memerintahkan Kepala Lingkungan | (Edi Saputra) untuk memenangkan
Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/
Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos
[bukti P-17];

Bahwa upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga dilakukan
oleh Lurah Losung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan (Hidir Nasution)

pada acara Pelantikan Pengurus Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan
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Losung, pada tanggal 29 September 2012 yang acara tersebut dihadiri oleh
beberapa Pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan diantaranya Asisten
[l Drs. Khoirul Alamsyah, Camat Padangsidimpuan Selatan dimana pada
kata sambutannya, Lurah Losung Hidir Nasution mengatakan “Kita akan
mengadakan pesta demokrasi pada tanggal 18 Oktober 2012. Kami
harapkan mari kita memberikan suara kita untuk Pilkada tahun 2012
nantinya. Insyaallah kita akan memperjuangkan ANDAR DAN ISNAN
dikelurahan Losung dikecamatan Padangsidimpuan Selatan Ini...Mudah-
mudahan cukup satu putaran saja” [bukti P-18, bukti P-19 dan bukti
P-20];

Bahwa terkait dengan banyak terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kota Padangsidimpuan pada
Pemilukada Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, - atas dasar banyaknya
pengaduan dari masyarakat - Ketua Desk Pilkada Kota Padangsidimpuan
melalui Surat Nomor 270/6504/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 juga telah
meminta kepada Ketua Panwas Pemilukada Kota Padangsidimpuan untuk
menindaklanjuti seluruh laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
[bukti P-21];

Intimidasi Walikota Padangsidimpuan beserta jajarannya kepada pejabat/

SKPD Pemko Padangsidimpuan dan terhadap masyarakat yang menolak

memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan

Nomor Urut 3 (Andar-Isnan);

5.15.

5.16.

Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Padangsidimpuan Drs.
Zulkarnain Nasution beserta jajarannya untuk pemenangan Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap
SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dilakukan dengan
memberhentikan/menonaktifkan Abdul Haris yang sebelumnya menjabat
sebagai Lurah WEK VI, akibat dari penolakannya untuk mendukung,
mensukseskan, dan terlibat langsung untuk memenangkan Pasangan Calon
Nomor Urut 3/Andar Amin SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar,S.Sos,
dirinya dinonaktifkan sebagai Lurah WEK VI Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan [bukti P-22];

Bahwa Lurah Batunadua Jae mengintimidasi para Kepala Lingkungan di

wilayah kerja Kelurahan Batunadua Jae agar melakukan penggalangan
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suara dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil
Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI
dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos [bukti P-23 dan bukti P-24];
Bahwa bentuk pelanggaran terstruktur lainnya adalah adanya intimidasi
yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan lll, Kelurahan Batunadua Julu
terhadap warganya yang bernama Awaluddin Daulay, Paisal Efendi Siregar,
dan Mara Tahan Hasibuan yang diketahui merupakan pendukung Pasangan
Calon Nomor Urut 4 Dedi-Affan dengan cara mengancam tidak akan
diberikan beras miskin (raskin) apabila tidak memilih Pasangan Calon
Nomor Urut 3/Andar-Isnan [bukti P-25, bukti P-26 dan bukti P-27];

Perintah Pejabat Pemko Padangsidimpuan kepada PPK, PPS, dan KPPS

untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Padangsidimpuan Nomor Urut 3

5.18.

5.19.

5.20.

Bahwa Camat Padangsidimpuan Angkola Julu memerintahkan PPK
Angkola Julu untuk merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan
Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS) yang
direkomendasikan oleh Camat dan Lurah yaitu orang-orang pendukung
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor
Urut 3 [bukti P-28];

Bahwa Camat Padangsidimpuan Batunadua dan Lurah Aek Tuhul
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memerintahkan PPK Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua untuk merekrut anggota Panitia Pemungutan
Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
yang telah ditunjuk oleh Camat dan Lurah vyaitu orang-orang pendukung
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor
Urut 3, sehingga KPPS tidak netral dengan tidak membagikan Surat
Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 —KWK)
dan Kartu Pemilih kepada pemilih pendukung Pasangan Nomor Urut 4
(Dedi-Affan) [bukti P-29];

Bahwa Camat Padangsidimpuan Selatan (Paruhuman Harahap) sebanyak 2
(dua) kali mengumpulkan seluruh anggota PPS tanpa dihadiri oleh Ketua
PPS Hanopan dan PPK Padangsidimpuan Selatan di ruang kerja Camat
Padangsidimpuan Selatan dan pada pertemuan itu para PPS diberikan

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para PPK
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diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Camat
Padangsidimpuan Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS se
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan untuk tetap setia memenangkan
Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/
Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos
dan tidak tergoda dengan bujukan kandidat lain [bukti P-30 dan bukti
P-31];

Bahwa Lurah Bonan Dolok (Donna) Kecamatan Padangsidimpuan Utara
dan Kepala Lingkungan I, Kelurahan Bonan Dolok (Komaruddin Hasibuan)
memerintahkan Ketua KPPS |V Faisal Haris untuk memenangkan
Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut
3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution,
S.Sos dan memerintahkan agar tidak membagikan Kartu Pemilih dan Surat
Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Formulir Model C6 —
KWK bagi masyarakat yang mendukung atau simpatisan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 4/Dedi Jaminsyah
Putra, SSTP.M.SP dan H. Affan Siregar, SE [bukti P-32];

Bahwa Kepala Lingkungan |lll, Kelurahan Sihitang, Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara yang bernama Maradoli Pane untuk
memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) diperintah oleh
Lurah Sihitang untuk tidak membagi Surat Pemberitahuan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 —KWK) dan Kartu Pemilih kepada
pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dedi-Affan). [bukti
P-33]

Bahwa anggota PPK Padangsidimpuan Angkola Julu memberikan Formulir
Model C 6 — KWK kepada PPS Desa Simasom (Aminullah Siregar) dan
Ketua KPPS Dusun | (Sakirin Siregar) pada tanggal 18 Oktober 2012 (di
hari pemilihan) dan memerintahkan PPS Desa Simasom Aminullah Siregar
dan Ketua KPPS Dusun | Sakirin Siregar agar tidak membagikan Kartu
Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara
(Formulir Model C6 — KWK) bagi masyarakat yang mendukung atau
simpatisan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan
Nomor Urut 4/Dedi Jaminsyah Putra, SSTP.M.SP dan H. Affan siregar, SE
[bukti P-16 dan bukti P-34];
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5.24. Bahwa tindakan intimidasi dan perintah Pejabat Pemko Padangsidimpuan
kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 terhadap
penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan/Desa (PPS)
dan KPPS terlaksana berdasarkan fakta-fakta Pemilih
Pendukung/simpatisan Pemohon yang antara lain karena memilki
kekerabatan tidak terdaftar dalam DPT dan tidak diberikan Surat
Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C.6-
KWK) dan Kartu Pemilih sehingga tidak mengetahui di mana lokasi untuk
memberikan suara sebagaimana telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Padangsidimpuan dengan:

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwaslukada-
PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Herpita
Yusra dengan tempat kejadian Kelurahan Sidangkal, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan [bukti P-35];

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/Panwaslukada-
PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor
Parlindungan dengan tempat kejadian Kelurahan Aek Tampang,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan [bukti P-36];

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/Panwaslukada-
PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Harry
Siregar dengan tempat kejadian Kelurahan/Desa Sihitang, Palopat Pijor
Koling, Pijor Koling, Sigulang, Aek Tampang, Hanopan dan Padang
Matinggi [bukti P-37];

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/Panwaslukada-
PSP/L/X/2012 bertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Yusnita
Siregar dengan tempat kejadian kelurahan/desa, di Kecamatan
Batunadua [bukti P-38];

5.25. Bahwa tindakan yang dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih
melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2010 yang menentukan bahwa Kartu Pemilih harus sudah
selesai didistribusikan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dan

perbuatan tidak mendistribusikan surat pemberitahuan tempat dan waktu
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pemungutan suara (Formulir Model C.6-KWK) melanggar ketentuan Pasal
15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009
tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara yang menentukan bahwa Surat Pemberitahuan Tempat
dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C.6-KWK) harus sudah
diberikan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara [Vide bukti P-39];

5.26. Bahwa tindakan intimidasi dan perintah Pejabat validasi Daftar Pemilih yang
mengakibatkan besarnya jumlah Pemilih tanpa NIK - NIK dan nama ganda
pada Daftar Pemilh Tetap yang kemudian hal-hal tersebut digunkan oleh
Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3
menggantikannya dengan pemilih yang belum berhak memilih dan
masyarakat dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang bupatinya adalah

orangtua kandung dari Calon Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3.

Proses, Penyusunan, dan Penetapan DPT oleh Pemerintah Kota

Padangsidimpuan dan Penyelenggara Pemilukada Kota Padangsidimpuan

Direncanakan untuk Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota

Padangsidimpuan Nomor Urut 3

5.27. Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota
Padangsidimpuan,